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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perbankan telah ikut dalam melakukan peran penting 

pembangunan ekonomi secara nasional, dengan fungsinya sebagai 

salah satu penghimpun dana maupun juga sebagai lembaga yang dapat 

menyalurkan kembali dana yang didapatkan tersebut kepada berbagai 

pihak untuk melakukan suatu kegiatan yang produktif.1 Peranan 

lembaga perbankan dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbaharui 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana 

masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kredit dan bentuk 

lainnya. Dana yang didapatkan dari masyarakat tersebut dalam jumlah 

yang sangat besar kemudian dijadikan sebagai sumber utama bank 

untuk dapat menyalurkan kembali dana yang didapatkan oleh bank  

dalam bentuk memberikan kredit kepada masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.2  

                                                             
1 Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, dan Bambang Winarno. 2018. 

“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di 

Lembaga Perbankan”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Vol.3(1). Hlm.2. 
2 Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Waemadewa, dan Ni Made Puspasutari 

Ujianti. 2020. “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan 

Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank”. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1(2). Hlm.182. 
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Segala bentuk pemberian kredit dari bank kepada debitur, pada 

hakikatnya yang terjadi merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam 

antara kreditur dan debitur sebagaimana yang dimaksud telah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  atau Burgerlijk Wetboek 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), Pasal 1754 sampai dengan Pasal 

1769. Dengan begitu adanya upaya untuk melakukan penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang disertai dengan adanya 

resiko dalam hal pengembalian kredit oleh debitur, itu menunjukkan 

bahwa betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk dapat 

menunjang pembangunan dan karena itu mendorong kita untuk melihat 

apakah perjanjian kredit itu dari segi hukumnya dapat memenuhi 

berbagai macam unsur yang diperlukan sehingga dengan begitu dapat 

mampu menjamin agar kredit yang diberikan itu dapat dikembalikan 

lagi kepada Bank setelah jangka waktu yang diperjanjikan 

sebelumnya.3 

Pemberian kredit untuk masyarakat oleh perbankan pastinya 

akan dilakukan dengan sebuah perjanjian kredit antar para pemberi 

dan penerima kredit sehingga akan terjadinya hubungan hukum antara 

mereka yang melakukan perjanjian kredit, perjanjian itu pada umunya 

dilakukan oleh pihak pemberi kredit yaitu dalam hal ini bank, 

sedangkan debitur dalam hal ini hanya akan mempelajarinya 

perjanjian tersebut serta juga dapat memahami perjanjian kredit 

                                                             
3 Ibid.  
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tersebut.4 Namun dengan demikian sudah seharusnya perjanjian kredit 

ini sudah perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari kedua pihak 

yang melakukan perjanjian karena perjanjian kredit memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan dan 

pelaksanaannya dikarenakannya adanya sebuah kesepakatan antara 

kedua belah pihak, dan perjanjian ini dianggap mengikat bagi kedua 

belah pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah 

pihak. 

Untuk menyalurkan berbagai macam kreditnya bank dalam hal 

ini memerlukan sebuah jaminan agar masyarakat dapat mendapatkan 

kredit sesuai dengan kebutuhan. Jaminan merupakan tanggungan yang 

diberikan oleh debitur atau pihak membutuhkan dana kepada pihak 

kreditur dalam hal ini yaitu bank dalam rangka untuk menjamin 

sebagaimana kewajiban debitur tersebut dalam melakukan suatu 

perjanjian.5 Menurut Thomas Suyatno, jaminan berfungsi untuk 

memberikan hak serta kekuasaan kepada kreditur agar mendapatkan 

pelunasan dari hasil penjualan atas barang yang dijaminkan apabila 

dalam hal ini debitur cidera janji, dengan demikian dapat 

meminimalisir kemungkinan untuk debitur meninggalkan usahanya 

dan dapat memberi dorongan sebagai bentuk memenuhi perjanjian 

                                                             
4 Setyaningsih, Hidayat Abdullah, Anis Mashdurohatun. 2018. “Peranan 

Notaris dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap 

Perjanjian Kredit antara Kreditur dan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan di 

Purwokerto”. Jurnal Akta. Vol.5(1). Hlm.188. 
5 Dwi Natania. 2020. “Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan Oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Diberlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 

Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol.3(2). Hlm.274. 
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utang piutangnya kepada kreditur agar tidak kehilangan kekayaan 

yang telah dijaminkan sebelumnya.6 

Hak milik atas tanah merupakan salah satu aset jaminan yang 

paling tinggi untuk mendapatkan kredit, karena merupakan jaminan 

pokok yang merupakan benda tetap, terdaftar di kantor pertanahan, 

tidak mudah hilang dan harganya selalu meningkat. Jika tanah yang 

bersangkutan berstatus hak milik maka akan mudah untuk diketahui 

bahwa tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan digunakan tanpa 

batas waktu.7 

Pengertian hak milik dijelaskan  pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA) Pasal 20 Ayat (1) yaitu hak milik adalah hak turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas 

tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.  

Tanah bersertifikat khususnya hak milik terdapat nilai ekonomis, 

dengan begitu tanah tersebut dapat diagunkan dan juga digunakan 

sebagai jaminan atas suatu hak atas tanah atau sering disebut juga 

sebagai hak tanggungan.8  

Hak tanggungan merupakan bentuk jaminan dari pada suatu 

pelunasan hutang yang dibebankan untuk suatu hak atas tanah, berikut 

atau tidak berikut benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan 

                                                             
6 Ibid. 
7 Baiq Nuansa Fitria. 2017. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang 

Tidak Didaftarkan Di Kantor Badan Pertanahan”. Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum. 

Vol.32(2). Hlm.204. 
8 Ibid. 
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menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk suatu pelunasan 

utang tertentu yang dapat memberikan kedudukan yang 

mengutamakan kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Dengan 

terdapatnya hak tanggungan memiliki sebagai tujuan untuk 

memberikan rasa aman kepada kreditur dalam rangka menjalankan 

pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur.9 Terdapat ciri-ciri dari 

hak tanggungan yaitu: 

1. Memberikan kedudukan diutamakan (prefensi) kepada krediturnya; 

2. Selalu mengikuti objeknya mapun berada ditangan siapapun; 

3. Memenuhi asas publisitas serta asas spesialitas; 

4. Mudah untuk dilakukan pelaksanaan eksekusinya. 

Hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan dasar awalnya 

membebankan pada hak atas tanah. Namun juga sering ditemukan 

benda-benda dapat berupa bangunan, hasil karya, tanaman yang 

secara tetap merupakan bagian yang menyatu dengan tanah menjadi 

sebuah satu kesatuan dengan tanah yang telah dijadikan suatu 

jaminan.10 

Sebagai suatu hak yang memiliki sifat accesoir, hak tanggungan 

lahir didasarkan pada sebuah perjanjian utama yang merupakan 

perjanjian utang-piutang. Pemberian hak tanggungan dengan 

didahuluhinya janji debitur dalam hal ini untuk memberikan hak 

tanggungan kepada kreditur untuk sebagai jaminan dari pada 

                                                             
9 Khoidin. 2017. Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan 

Eksekusi Hak Tanggungan). Surabaya: Laksbang Yustita. Hlm.82. 
10 Adrian Sutedi. 2010. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.7. 
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pelunasan utang.11 Kemudian janji tersebut dituangkan dan merupakan 

satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian utang piutang, 

kemudian dilakukannya pembuatan akta pemberian hak tanggungan 

(APHT) oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 2 

ayat 2 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai perbuatan 

hukum dalam pemberian hak tanggungan.12 

Hak tanggungan itu dapat berakhir disebutkan pada Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa hak tanggungan 

berakhir atau hapus karena beberapa hal sebagai berikut:13 

1. Hapusnya utang itu mengakibatkan hak tanggungan sebagai hak 

accesoir menjadi hapus. Terjadi karena adanya hak tanggungan 

tersebut untuk menjamin pelunasan utang dari utang debitur yang 

menjadi perjanjian pokoknya. Sehingga, hapusnya utang tersebut 

juga menghapuskan hak tanggungan; 

2. Dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak 

tanggungan karena dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan; 

3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan suatu penetapan 

pengadilan. 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 

Pemberian hak tanggungan didahului dengan adanya sebuah 

perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang. Berdasarkan Pasal 10 

ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu pemberian hak 

tanggungan dilakukan dengan penandatanganan akta pemberian hak 

tanggungan oleh PPAT yang harus sesuai dengan ketentuan yang 

                                                             
11 Khoidin. Op.cit. Hlm.80. 
12Ibid. Hlm.79-80.  
13Ibid.  
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terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dapat berlakunya suatu hak tanggungan telah diatur didalam Pasal 13 

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut, pemberian hak 

tanggungan dengan ini wajib didaftarkan pada kantor pertanahan.14 

Pemberian hak tanggungan yang telah dibuat dan 

ditandatangani, harus dilakukan pendaftaran dikantor pertanahan 

setempat untuk memenuhi syarat yaitu dalam hal ini syarat publisitas, 

yaitu “selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah akta 

pemberian hak tanggungan tersebut telah ditandatangani oleh masing-

masing pihak, kemudian PPAT akan mengirimkan akta pemberian hak 

tanggungan terebut beserta dokumen lainnya kepada kantor 

pertanahan setempat”. Pendaftaran tersebut dilakukan karena memiliki 

hukum yang wajib untuk dilakukan pendaftaran karena untuk dapat 

menentukan lahirnya hak tanggungan. Dengan begitu bahwa sejak 

tanggal dilakukannya pendaftaran tersebut kreditur menjadi 

pemegang dari pada hak tanggungan tersebut.15 

Kantor pertanahan akan menerbitkan surat tanda bukti hak, yaitu 

“Sertipikat hak tanggungan”. Jika suatu objek jaminan yang dalam hal 

ini akta pemberian hak tanggungannya terlambat untuk dilakukan 

pendaftaran oleh PPAT padahal sudah jelas termuat dalam Pasal 13 ayat 

                                                             
14Suwandi. 2019. “Pelaksanaan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan 

Yang Melebihi Batas Waktu Pendaftaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi Kasus di kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10(1). Hlm.219  
15Ibid. Hlm.220.  



8 

 

 
 

(2) bahwa APHT yang telah dibuat oleh PPAT harus segera didaftarkan 

selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan Akta 

tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat bahwa 

Akta pemberian hak tanggungan yang tidak didaftarkan oleh PPAT ke 

kantor pertanahan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan. Dengan adanya hal tersebut maka dapat 

memiliki dampak pada hak dari penerima hak tanggungan untuk 

melakukan eksekusi terhadap tanah yang telah dijadikan sebagai objek 

dari hak tanggungan apabila terdapat wanprestasi karena hak 

tanggungan lahir pada saat dilaksanakannya pendaftaran pemberian 

hak tanggungan atau bisa dengan kata lain bahwa sebelum pendaftaran 

hak tanggungan dilakukan, maka dengan begitu hak tanggungan 

tersebut tidak pernah ada.16  

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian 

hukum untuk semua pihak dalam perjanjian utang piutang, maka  

pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan. Dengan adanya 

pendaftaran tersebut dapat memenuhi asas publisitas. Asas publisitas 

bermaksud bahwa pendaftaran dan pencatatan dari pembebanan 

objek hak tanggungan tersebut dapat diketahui oleh umum serta dapat 

dibaca dan terbuka. Lembaga yang berwenang untuk melakukan 

pendaftaran akta pemberian hak tanggungan yaitu kantor pertanahan 

kabupaten/kota. Pemberian hak tanggungan yang dilakukan pihak 

debitur kepada kreditur dengan akta PPAT, maka dalam hal ini hak 

                                                             
16 Ibid. 
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tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Lahirnya hak tanggungan 

tersebut jika setelah dibuatnya buku tanah hak tanggungan oleh kantor 

pertanahan. Dengan adanya hal itu maka mengenai saat didaftarkannya 

hak tanggungan tersebut merupakan hal yang penting bagi kreditur. 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mencoba membahas 

putusan yang telah diperoleh dari Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 

11/Pdt/2021/PT. Berdasarkan isi putusan Pengadilan Tinggi Semarang 

Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG tertanggal 25 januari 2021 bahwa kasus 

yang ada pada putusan tersebut yaitu bahwa pada awalnya adanya 

pengaduan yang dilakukan oleh Gunawan Agung Supriyanto yang 

mengadukan kepada yayasan perlindungan konsumen (selanjutnya 

disebut Yapeknas) nasional kabupaten tegal bahwa mengaku sebagai 

debitur Bank Rakyat Indonesia dengan diikuti bukti akta perjanjian 

kredit tanggal 28 desember 2012 nomor 139 yang dibuat oleh Ny. 

Hertanti Pindayani, S.H., M.H.  

Dari hasil pemeriksaan baik bukti-bukti dan kronologi yang 

diterima oleh Yapeknas bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran atau 

penyimpangan hukum yang sehingga dapat menimbulkan kerugian 

bagi konsumen yaitu bahwa Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur 

dalam memberikan kredit kepada nasabah tidak adanya keterbukaan 

atau kejujuran dalam memberikan informasi mengenai jumlah hutang 

pokok yang harus diselesaikan oleh nasabah. Kemudian pengaduan 

dari Gunawan bahwa adanya SKMHT tertanggal 13 oktober 2014 nomor 

28 yang diterima oleh Notaris/PPAT Yuni Andaryanti untuk segera 
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membuatkan APHT No.715/2014 yang ditandatangani pada tanggal 5 

november 2014 dan didaftarkan serta dibuatkan sertifikat hak 

tanggungan No.03008 tertanggal 15 desember 2014 oleh badan 

pertanahan, dari data tersebut diketahui jeda waktu dari 

penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sampai menjadi 

sertifikat hak tanggungan terdapat jeda waktu yang melebihi ketentuan 

dari undang-undang. 

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 

13 ayat (2) bahwa “selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah 

penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan akta 

pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang 

diperlukan kepada kantor pertanahan”. Tetapi dalam kasus tersebut 

bahwa akta pemberian hak tanggungan tersebut telah ditandatangani 

pada tanggal 5 november 2014 dan sertifikat hak tanggungan yang 

dikeluarkan oleh kantor pertanahan lahir pada tanggal 15 desember 

2014. Keterlambatan dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang 

dilakukan oleh kantor pertanahan, maka terdapat jeda waktu yang 

tidak sesuai dan mengalami keterlambatan dalam melakukan 

pendaftaran akta pemberian hak tanggungan tersebut menurut 

ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut dari Gunawan 

Agung Supriyanto atas dari itu ditemukan fakta-fakta hukum yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat diketahui bahwa 
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perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dan 

diketahui dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Pasal 13 ayat 2. 

Berdasarkan keterangan tersebut Istanto selaku ketua Yapeknas 

mengajukan gugatan pada tanggal 26 maret 2020 yang didaftarkan 

kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 30 maret 2020 register 

perkara nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Tgl. Kemudian dari hasil sidang di 

pengadilan negeri kota tegal dalam putusan pertama gugatan tersebut 

tidak dapat diterima dan setelah adanya putusan tersebut Istanto selaku 

ketua Yapeknas mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi 

Semarang dengan register perkara nomor 11/Pdt/2021/PT SMG. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahasnya 

secara ilmiah yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KREDITUR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN 

HAK TANGGUNGAN YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN (STUDI 

PUTUSAN NO.11/PDT/2021/PT SMG)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan 

Tinggi Semarang Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur perbankan 

terkait adanya akta pemberian hak tanggungan yang terlambat 

didaftarkan? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan oleh penulis terhadap penyusunan tesis 

ini yaitu: 

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG. 

2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditur 

perbankan terkait adanya akta pemberian hak tanggungan yang 

terlambat didaftarkan. 

D. Manfaat Penelitian  

1.) Manfaat Teoritis  

Penulis harapkan manfaat penelitian ini dalam bidang akademis 

yaitu dapat memberikan manfaat secara khusus dalam ilmu 

hukum khususnya apabila terjadi akta pemberian hak 

tanggungan yang tidak didaftarkan, sebagai salah satu bahan 

bacaan untuk belajar mengajar, dan juga bisa sebagai bahan 

untuk menlanjutkan penelitian lain. Selain itu juga dengan 

penelitian ini dapat membuka wawasan dalam adanya 

permasalahan yang terdapat dimasyarakat serta pengetahuan 

hukum tentang kenotariatan khususnya di bidang hak 

tanggungan. 

2.) Manfaat Praktis 

a. Bagi bank selaku debitur terhadap akta pemberian hak 

tanggungan yang tidak didaftarkan, bank selaku pemegang 
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hak tanggungan dapat meminimalisir serta mematuhi aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Bagi debitur selaku penerima utang menjalankan 

kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang sehingga 

tidak merugikan pihak kreditur. 

c. Bagi pemerintah dalam hal ini khususnya kepada badan 

pertanahan nasional yang memiliki wewenang atas 

pendaftaran hak tanggungan sehingga dapat memberikan 

rasa aman kepada para kreditur dan debitur dalam 

mendaftarkan hak tanggungan. 

d. Bagi Notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang 

berwewenang dalam melakukan pendaftaran akta pemberian 

hak tanggungan dengan melakukan pendaftaran akta 

pemberian hak tanggungan yang telah ditandatangani oleh 

pihak kreditur dan pihak debitur dengan tidak melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. 

E. Kerangka Teori  

I. Grand Theory 

1.1 Teori Negara Hukum 

Pada zaman Yunani, konsep dari Plato tentang negara 

hukum dapat dilihat dari pandangannya yang terdapat dalam 

buku Nomoi (Undang-Undang) yang memberi saran agar suatu 

pemerintahan dapat membuat sebuah Undang-Undang untuk 
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mencapai tujuannya serta membimbing masyarakatnya agar 

mendapatkan hidup yang saleh dan sempurna dalam bernegara.17 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Plato bahwa agar dapat 

menghimpun aturan-aturan yang berlaku dalam negara sehingga 

terdapat kebebasan dan keteraturan bernegara terjamin. 

Dalam perkembangannya konsep dari negara hukum 

mengalami perumusan yang berbeda-beda berdasarkan dari 

konsep filsafat yang dianut oleh para perumusnya, dan juga 

berdasarkan dari paradigma yang digunakan dalam 

mengembangkan suatu konsep negara hukum. Muhammad Tahir 

memiliki asumsi bahwa negara hukum memiliki istilah berupa 

“genus begrief”, maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya 

terdapat lima konsep negara hukum, yaitu: 

1. Negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah yang beristilah 

dengan nomokrasi Islam; 

2. Negara hukum menurut konsep eropa kontinental yang 

bernama “Rechtstaat”. Konsep negara hukum ini dipakai 

misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis; 

3. Konsep negara hukum “Rule Of Law” yang dipakai dinegara-

negara Anglo Saxon yaitu negara Inggris dan Amerika Serikat; 

4. Konsep negara hukum “Socialist Legality” konsep ini 

diterapkan di Uni Soviet sebagai sebuah negara komunis. 

Negara Uni Soviet sudah bubar pada tahun 1991, sehingga 
                                                             

17 Wiratmadinata. 2022. “Kontruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum 

Pancasila (NHP)”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol.17(1). Hlm.42. 
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pada saat ini kebanyakan negara komunis terbesar yang ada 

seperti China dan Kuba; 

5. Konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum ini 

hanya diterapkan di Republik Indonesia, tetapi konsep ini 

belum terkontruksi secara komprehensif sebagai suatu teori 

yang diterima secara luas, kecuali hanya di Indonesia. Oleh 

karena itu konsep negara hukum ini masih memerlukan kajian 

lebih lanjut.18 

Immanuel Kant memberikan pandangan tentang negara 

hukum yang memiliki fungsi sebagai penjaga malam, artinya 

negara memiliki tugas hanya sebagai menjaga hak-hak rakyat 

tanpa diganggu maupun dilanggar. Dalam hal ini negara hanya 

sebagai “Nachtwakerstaat” (penjaga malam). Pandangan 

Immanuel Kant ini bersifat liberal, dalam rangka negara sejauh 

mungkin tidak ikut campur dalam urusan individu warga 

negaranya. Berdasarkan pandangan tersebut bahwa, negara 

hukum yang dikehendaki oleh Kant merupakan sebuah negara 

yang terdapat  unsur-unsur yaitu:19 

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

2. Pemisahan kekuasaan. 

Selain Immanuel Kant, konsep negara hukum eropa 

kontinental juga dikembangkan oleh, Paul Laband, Julius Stahl, 

                                                             
18Ibid. Hlm.43 
19Nukthoh Arfawie Kurde. 2005. Telaah Kritis Teori Negara Hukum. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hlm.17.  
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Fichte, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah jerman yaitu 

Rechtstaat, selanjutnya Julius Stahl menambahkan dua point dari 

konsep negara hukum Kant, sehingga terdapat empat isi penting 

yaitu: 

1. Perlindungan hak asasi manusia 

2. Pembagian kekuasaan 

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 

4. Peradilan tata usaha negara.20 

Alasan penulis menggunakan teori negara hukum dalam 

penulisan tesis ini  bahwa jika membuat akta pemberian hak 

tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT kemudian harus 

dilakukan pendaftaran pada kantor pertanahan setempat telah 

diatur dan ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam suatu 

negara hukum sehingga dapat memberikan rasa kebebasan dan 

keteraturan kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian 

utang-piutang. 

2. Middle Range Theory 

2.1 Teori Perjanjian 

Perjanjian merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan 

dari kehidupan manusia. Perjanjian dijelaskan menurut Pasal 1313 

KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:21 

                                                             
20Ali Thaher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: 

Grafindo Books Media. Hlm.v-vii.  
21Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm.285. 
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“Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang 

dimana terdapat satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain atau lebih”.  

Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan 

peristiwa dimana seseorang menjanjikan orang lain untuk 

melakukan sesuatu. Suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu 

hubungan hukum antar dua orang yang kemudian disebut 

perikatan.22 Menurut Sudikno Mertokesumo, perjanjian adalah 

hubungan hukum yang terjadi antara dua orang yang sebelumnya 

telah melakukan kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat 

hukum dari kesepakatan tersebut. Kedua pihak tersebut telah 

sepakat untuk menentukan peraturan atau dengan kata lain 

kaedah hukum serta hak dan kewajiban yang mengikatkan 

mereka dan harus ditaati serta dijalankan. Dari kesepakatan itu 

maka timbulah suatu akibat hukum dan jika kesepakatan tersebut 

dilanggar oleh salah satu pihak maupun keduanya maka 

berakibatkan pelanggar kesepakatan tersebut dapat dikenakan 

hukuman atau sanksi yang telah disepakati sebelumnya.23 

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan mana ada dua orang atau lebih untuk saling 

                                                             
22Subekti. 2019. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Hlm.1. 
23Sudikno Mertokusumo. 2005. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hlm.45.  
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mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan 

harta kekayaan.24 

Unsur-Unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian 

diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:25 

1. Ada pihak-pihak. 

2. Ada persetujuan 

3. Ada tujuan yang hendak dicapai 

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 

5. Ada bentuk tertentu, lisan, atau tulisan 

6. Ada syarat-syarat tertentu. 

Menurut pendapat Bachrudin mendefinisikan perjanjian 

sebagai kesepakatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih 

yang cakap dan wenang hukum untuk melakukan perbuatan 

hukum tertentu, baik bertimbal balik maupun sepihak, dengan 

dan atau mengenai objek hukum tertentu atau yang dapat 

ditentukan, berdasarkan sebab yang halal, yang melahirkan suatu 

hubungan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban diantara 

para pihak yang bersepakat dan atau untuk kepentingan pihak 

lain yang ditarik atau tertarik sebagai pihak yang memperoleh 

manfaat, yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum 

secara berimbang dan adil.26 

                                                             
24Bachrudin. 2019. Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa 

Akta. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.15.  
25 Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya. 

Hlm.78. 
26Ibid. Hlm.17.  
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Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sah suatu 

perjanjian yaitu: 

1. Kesepakatan para pihak; 

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Terdapat kausa yang halal. 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem hukum 

terbuka, dimana dalam hal ini bearti bahwa hukum telah 

memberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian yang 

dikehendaki asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.27  

Alasan penulis menggunakan teori perjanjian, bahwa 

Notaris/PPAT dapat membuat Akta pemberian hak tanggungan 

berdasarkan dari pada perjanjian kredit atau perjanjian utang 

piutang sesuai dengan kehendak para pihak. Dari perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak tersebut maka perjanjian itu akan menjadi 

undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak harus sesuai dengan ketentuan serta syarat 

sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. 

3. Applied Theory 

3.1 Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman 

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
                                                             

27A. Qiron Syamsudin Meliala. 2004. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 

Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty. Hlm.45.  
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perlindungan tersebut diberikan kepada warga negara sehingga 

masyarakat dapat menjalankan hak-hak yang telah diberikan oleh 

hukum atau bisa dengan kata lain perlindungan hukum 

merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan rasa 

aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai 

gangguan serta ancaman dari pihak lain.28 

Menurut Setiono, Perlindungan hukum merupakan 

tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari 

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, demi mewujudkan suatu 

ketertiban serta ketentraman sehingga manusia dapat menikmati 

martabatnya sebagai manusia.29 

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi individu-

individu dengan mempersamakan hubungan dari nilai-nilai atau 

kaidah yang telah menjadi sikap dan tindakan dalam terjadinya 

sebuah ketertiban dalam lingkup pergaulan antar manusia.30 

Menurut Fitzgerald bahwa hukum memiliki tujuan untuk 

mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai bentuk 

kepentingan yang ada pada masyarakat karena dalam suatu ruang 

lingkup kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan 

                                                             
28Satjipto Raharjo. 2003. Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: 

Kompas. Hlm.74  
29Setiono. 2004. “Rule Of Law” Disertasi. Surakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret. Hlm.67.  
30Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di 

Indonesia.” Tesis. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm.43. 
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tertentu hanya bisa dilakukan dengan cara membatasi 

kepentingan pihak lain.31 Kepentingan hukum merupakan 

kepentingan manusia dan mengurusi hak, sehingga hukum 

memiliki kekuatan tertinggi dalam menentukan kepentingan 

manusia yang dalam hal ini kepentingan tersebut harus diatur 

serta dilindungin.32 

Alasan penulis menggunakan teori perlindungan hukum 

dalam penulisan tesisi ini bahwa Notaris/PPAT juga mempunyai 

perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya 

serta para pihak terutama perbankan sebagai kreditur harus 

mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan dari adanya akta hak tanggugan yang terlambat 

didaftarkan. Dengan adanya perlindungan hukum maka dapat 

menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

melaksanakan perjanjian kredit yang berdasarkan pada jaminan 

hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan. 

3.2 Teori Hak Tanggungan 

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut yang kemudian 

disebut sebagai hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

                                                             
31Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

Hlm.53. 
32 Ibid. Hlm.55. 
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dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut yang merupakan 

benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah 

tersebut, dalam rangka pelunasan utang tertentu, yang dapat 

memberikan kedudukan yang didahulukan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur lain. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana telah 

dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.33 Pemberian hak tanggungan 

dilakukan dengan cara pembuatan Akta pemberian hak 

tanggungan oleh PPAT. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-

Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa pembuatan akta 

pemberian hak tanggungan dilakukan oleh PPAT sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga 

PPAT memiliki kewenangan dalam pembuatan akta pemberian 

hak tanggungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pasal 2 

ayat 2 huruf (g).  

Alasan penulis menggunakan teori diatas dalam penulisan 

tesis ini bahwa jika dalam memberikan hak jaminan atas tanah 

untuk suatu pelunasan utang tertentu maka diwajibkan untuk 

melakukan pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan 
                                                             

33Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU 

No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama. Hlm.40.  
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setempat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang hak 

tanggungan. Dengan dilakukan pendaftaran bertujuan agar 

kreditur pemegang hak tanggungan mendapatkan kepastian 

hukum atas jaminan tersebut. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan yang ada pada konsep-konsep khusus yang akan diteliti. 

Yang terdiri dari beberapa konsep yang telah disusun, sehingga 

membentuk wawasan yang dapat dijadikan sebuah landasan, acuan, 

serta pedoman dalam penelitian yang didasarkan atau diambil dari 

peraturan perundang-undangan. Kerangka konseptual merumuskan 

definisi tertentu sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan 

tidak mempersulit pengertian, dibawah ini dikemukakan penjelasan 

yang akan digunakan. 

1. Perlindungan hukum merupakan sebuah cara hukum yang dilakukan 

oleh para aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa 

aman, baik secara fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dari 

pihak lain.34 

2. Kreditur adalah pihak yang memiliki peran untuk memberikan suatu 

pinjaman atau kredit kepada pihak debitur.35 

                                                             
34C.S.T. Kansil. 2018. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.40.  
35 Yohana Nabilla Wuryanto, 2023. “Apa itu Kreditur: Pengertian, Peran, Jenis, 

dan Contohnya”. https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kreditur-pengertian-

peran-jenis-dan-contohnya. 5 Oktober 2023. 

https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kreditur-pengertian-peran-jenis-dan-contohnya
https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kreditur-pengertian-peran-jenis-dan-contohnya
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3. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam 

Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Perbankan adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses menjalankan kegiatan usaha. 

4. Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, 

pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang suatu peristiwa 

hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan 

disahkan oleh pejabat resmi.36 

5. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan 

menyebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis 

ini yaitu merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan membahas teori-teori hukum, asas-asas 

hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan 

                                                             
36 Bachrudin. Op. Cit. Hlm.50.  
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pengadilan dan perjanjian antara para pihak. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum yang 

terjadi dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-

undangan, dan perjanjian yang dapat menghasilan argumentasi 

dan teori ilmiah. 

2. Pendekatan penelitian 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-

undangan (statute Approaach), pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang 

dibahas. Pendekatan penelitian ini lebih mengedepankan 

kepada legilasi dan regulasi.  

Dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan 

konseptual yang merupakan pendekatan dalam penelitian 

hukum yang memberikan sudut pandang serta analisa atas 

penyelesaian permasalahan dengan melihat aspek hukum yang 

melatarbelakanginya, dan juga dapat dilihat dari nilai yang 

terkandung didalamnya. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat 

otoritatif, bermaksud bahwa mempunyai otoritas normatif 

(legislasi dan regulasi serta asas kebebasan berkontrak), 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan 
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resmi, atau risalah-risalah dalam proses pembuatan 

perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, akta 

otentik, kontrak (perjanjian tertulis) dan lain sebagainya. 

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan 

Notaris; 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Serta bahan hukum primer lainnya yang menunjang 

penyusunan penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang berasal dari semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi, 

skripsi/tesis/disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 
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hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

Bahan hukum ini bersifat menunjang dari bahan hukum 

primer. 

c. Bahan Hukum tersier 

Merupakan bahan-bahan penunjang lainnya yang masih 

memiliki keterkaitan dengan perumusan masalah, serta 

menberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

sekunder, seprti halnya kamus, ensiklopedia, kamus hukum, 

berita, surat kabar, dan informasi lain yang berkaitan dan 

relevan. Yang berhubungan dengan perlindungan hukum 

terkait adanya akta pemberian hak tanggungan yang tidak 

didaftarkan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data 

kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

dapat bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi, publikasi serta hasil dari suatu 

penelitian dengan membaca, mencatat, mengutip, dan 

menelaah hal-hal yang masih relevan terhadap permasalahan 

pada penelitian ini. 
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5. Teknik Pengelolan Bahan Hukum 

Penelitian ini memperoleh bahan hukum kemudian 

dikelola dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan 

yang ada. Sistematika yaitu membuat klasifikasi atas bahan-

bahan hukum sehingga dapat memudahkan dalam melakukan 

analitis dan konstruksi.37 Sistematika dalam penelitian ini 

merupakan sistematika eksternal yaitu sistematika bahan 

penelitian hukum yang mengintegrasikannya ke dalam tatanan 

masyarakat yang selalu berkembang serta kedalam pandangan 

hidup yang dianut oleh masyarakat. Sehingga menghasilkan 

interpretasi ulang antara pengertian yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan 

menguraikan bahan-bahan hukum. Melakukan analisa dengan 

cara menggunakan penafsiran hukum berupa penafsiran otentik 

(resmi) dari pembentukan Undang-Undang dan penafsiran 

sistematis yaitu dengan mengaitkan isi norma peraturan hukum 

yang ada dengan norma hukum yang lainnya.38 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan 

yaitu secara deduktif. Metode deduktif digunakan dalam 

                                                             
37Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 

Hlm.32.  
38Usmadi. 2007. Petunjuk Praktis Penelitian Hukum. Palembang: Bagian Hukum 

Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm.73.  
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menarik kesimpulan yaitu dengan mengaitkan antara fakta yang 

ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penarikan kesimpulan secara deduktif memiliki proses yang 

berlaku yaitu dengan merumuskan hal-hal yang bersifat umum 

menjadi hal-hal yang bersifat khusus.39 

   

 

 

 

                                                             
39Jhonny Ibrahim. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia. Hlm.197.  
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